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The provision of contraceptives for school-age children and adolescents is 
a complex issue, especially related to legal and social aspects. This study 
analyzes government policies regarding the provision of contraceptives in 
this age group based on Government Regulation No. 28 of 2024 which 
implements Law No. 17 of 2023 concerning Health. The policy aims to 
support reproductive health, prevent sexually transmitted diseases, and 
reduce teen pregnancy rates. The method used is a normative juridical 
approach, analyzing regulations and literature related to the perspective 
of legal ideals which are the fundamental principles that are the basis for 
the formation and implementation of laws and regulations. The results 
show that although this policy aims to protect the health of children and 
adolescents, this policy does not meet the aspect of the law itself and has 
no further explanation In conclusion, this policy needs to be adjusted to 
the principles of legal ideals, especially in terms of legal certainty and 
utility. The recommendations include the evaluations in terms of 
contraceptive services.  
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Pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja adalah isu 
kompleks, terutama terkait aspek hukum dan sosial. Penelitian ini 
menganalisis kebijakan pemerintah mengenai pemberian alat kontrasepsi 
pada kelompok usia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 
2024 yang melaksanakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung kesehatan 
reproduksi, mencegah penyakit menular seksual, dan menurunkan angka 
kehamilan remaja. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif, menganalisis peraturan dan literatur terkait cita hukum 
sebagai prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan pembentukan 
dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan 
bahwa kebijkan ini tidak memenuhi aspek cita hukum itu serta belum 
memiliki penjelasan lebih lanjut. Kesimpulannya, kebijakan ini perlu 
disesuaikan dengan prinsip cita hukum dalam hal kepastian hukum dan 
kemanfaatan. Rekomendasinya mencakup penetapan klasifikasi usia yang 
jelas serta evaluasi dalam hal pelayanan dengan pemberian alat 
kontrasepsi.  
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1. PENDAHULUAN 

Hukum memiliki peran utama sebagai penjaga kepentingan manusia, dengan 

tujuan agar kepentingan tersebut terlindungi dengan baik. Untuk mencapai 

perlindungan yang optimal, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional. 

Dalam pelaksanaannya, hukum diharapkan berjalan dengan normal, damai, dan tertib 

(Sitorus, 2020). Keberadaan kepastian hukum menjadi harapan masyarakat, karena 

dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan, 

keamanan, dan kedamaian. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak 

menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, melainkan memberikan perlakuan yang 

baik dan benar. Sebuah masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang adil dan benar 

diharapkan dapat menciptakan kondisi yang tata tentrem raharja. Dengan perlindungan 

hukum yang kokoh, tujuan hukum secara umum dapat tercapai, mencakup ketertiban, 

keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Hukum, 

dalam esensinya, dapat menjadi sarana yang efektif untuk melindungi hak dan 

kewajiban setiap individu dalam realitas kehidupan sehari-hari(Soejadi, 2003). 

Konflik norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Allgemeine der Normen 

adalah suatu keadaan dimana objek pengaturan terdapat dua norma yang saling 

bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan 

salah satu norma saja dan berakibat norma lain harus dikesampingkan (Dr. JM. 

Muslimin, 2022). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa 

kondisi yaitu adanya kekosongan hukum (leemten in het recht), adanya konflik diantara 

norma hukum (antinomy normen), dan kekaburan norma atau norma yang abstrak 

(vage normen) (Permadi et al., 2023). 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terkait Pelaksanaan Undang-

Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah mengisyaratkan bahwa terdapat 

upaya dalam menjaga kesehatan Reproduksi, salah satunya yakni dalam hal preventif 

atau pencegahan khsusunya di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Di Indonesia, isu 

kesehatan reproduksi terutama pada anak usia sekolah dan remaja menjadi perhatian 

utama seiring dengan meningkatnya angka kehamilan remaja dan risiko penyakit 

menular seksual. Pemberian alat kontrasepsi sebagai bagian dari upaya pencegahan 

penyakit menular seksual, maupun dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan 

merupakan salah satu strategi yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengatasi 

tantangan ini.  
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Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan mampu 

memberikan arah yang jelas, terutama dalam pengaturan yang menyangkut isu sensitif 

seperti pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Sebagai bagian 

dari sistem hukum yang harus memenuhi cita hukum, peraturan ini seharusnya 

mencerminkan aspek penting khususnya terkait kepastian hukum dan kemanfaatan. 

Namun, dalam implementasinya, peraturan ini justru menghadapi kritik tajam karena 

dinilai tidak memenuhi kedua aspek tersebut. Ketidakjelasan terkait klasifikasi usia 

yang berhak menerima alat kontrasepsi dan mekanisme pemberiannya menciptakan 

ruang bagi norma kabur (fake norm), yang berpotensi menimbulkan kesalahan 

interpretasi di lapangan. Di sisi lain, urgensi pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia 

sekolah dinilai tidak relevan dan berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai moral serta 

konteks sosial masyarakat Indonesia. 

Dari sudut pandang kepastian hukum, keberadaan norma yang kabur ini 

menyebabkan ketidakpastian bagi pelaksana kebijakan, tenaga kesehatan, dan 

masyarakat luas. Ketiadaan definisi yang jelas mengenai siapa yang masuk dalam 

kategori “anak usia sekolah” dan "remaja" menimbulkan perdebatan dalam penafsiran 

hukum. Akibatnya, ada risiko pelaksanaan kebijakan ini tidak seragam di berbagai 

daerah, tergantung pada interpretasi masing-masing otoritas lokal. Hal ini sangat 

berbahaya dalam konteks hukum, karena hukum yang tidak memberikan kepastian 

cenderung menciptakan ketidakadilan. Misalnya, seorang tenaga kesehatan dapat 

dianggap melanggar hukum jika memberikan alat kontrasepsi kepada anak usia 

tertentu yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud, akibat tidak 

adanya pedoman yang jelas. 

Dari sisi kemanfaatan, peraturan ini juga menuai kritik karena tidak relevan 

dengan kebutuhan utama masyarakat terkait kesehatan reproduksi remaja. Dalam 

masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tradisi, 

pemberian alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dianggap kurang sejalan dengan 

pendekatan pendidikan kesehatan reproduksi yang ideal. Alih-alih memberikan solusi 

yang efektif, kebijakan ini justru dapat memicu kontroversi dan penolakan sosial. Selain 

itu, fokus pada pemberian alat kontrasepsi tanpa diiringi mekanisme edukasi yang 

memadai menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan ini dalam 

mencegah perilaku berisiko. Padahal, salah satu tujuan hukum adalah menciptakan 
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manfaat nyata bagi masyarakat, yang dalam hal ini mencakup pengurangan angka 

kehamilan remaja dan peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi. 

Menurut Fence M. Wantu Kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai 

nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman 

bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat 

dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat 

diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. 

Ketidakhadiran aspek kepastian hukum dan kemanfaatan dalam peraturan ini tidak 

hanya menghambat implementasinya, tetapi juga menciptakan potensi kerugian yang 

lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap 

peraturan ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diatur memiliki landasan 

hukum yang kuat, relevansi yang jelas, dan manfaat yang konkret bagi semua pihak 

yang terlibat. Dari uraian di atas, dalam konteks pemberian alat kontrasepsi kepada 

anak usia sekolah dan remaja, hal ini memerlukan kajian lebih mendalam baik dari segi 

urgensi maupun manfaatnya. Pemberian alat kontrasepsi kepada anak-anak dalam 

kelompok usia ini merupakan isu yang kompleks, karena menyangkut aspek kesehatan, 

sosial, dan etika. Alat kontrasepsi, dalam beberapa situasi tertentu, mungkin dianggap 

sebagai solusi praktis untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau masalah 

kesehatan lainnya. Sehingga dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai 

berikut Sejauhmana pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang pemberian alat 

kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja? Bagaimana penerapan dan sanksi 

hukum yang diberikan terhadap penyalahgunaan alat kontrasepsi bagi anak dan 

remaja? 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif, yaitu metode yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum 

yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

topik penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami landasan 

hukum yang berlaku terkait kesehatan reproduksi, termasuk bagaimana regulasi 

tersebut dirumuskan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam konteks hukum yang ada 

di Indonesia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tinjauan Umum Tentang Konflik Norma 



AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin 

78 
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim 

 Volume 2 Nomor 4 Tahun 2025 

 

Konflik norma dalam tata hukum positif merupakan persoalan yang selalu 

menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang menjadikan legislasi (legislation/law 

and regulation) sebagai sumber hukum formil yang utama. Legislasi, yang dalam sistem 

hukum Indonesia dikenal dengan istilah Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas 

kumpulan norma hukum yang dimuat dalam beberapa jenis peraturan tertulis yang 

mengikat umum dan tersusun menjadi satu kesatuan hirarki yang menentukan 

kedudukan dan kekuatan hukumnya. Norma yang satu dan lainnya dibentuk dan 

diberlakukan atas dasar kehendak untuk memberikan landasan yuridis atas perbuatan 

hukum tertentu sehingga antar norma tersebut harus terjalin hubungan yang sistematis 

dan harmonis. Namun dalam praktik, kerap terjadi persoalan konflik norma dimana 

terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling bertentangan untuk suatu objek 

pengaturan yang sama. Persoalan ini merupakan persoalan yang serius karena 

penerapan salah satu norma akan berakibat pada pengabaian atau pelanggaran 

terhadap norma lainnya (Jadidah, 2020).  

Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum 

bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena substansi hukum mencakup 

ruang lingkup pengaturan yang begitu luas menyangkut seluruh aspek kehidupan 

bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dituntut untuk seilalu dapat 

meinyeisuaikan deingan peirkeimbangan keibutuhan hukum masyarakat. Konflik norma 

dapat teirjadi antara peiraturan yang leibih reindah dan peiraturan yang leibih tinggi 

(veirtikal), antar peiraturan yang seideirajat (horizontal), atau bahkan antar norma dalam 

satu instrumein peingaturan itu seindiri (inteirnal). Salah satu cara yang lazim dipraktikan 

dalam meingatasi peirsoalan ini adalah deingan meineirapkan apa yang peinulis seibut 

dalam tulisan ini seibagai asas konflik norma, yaitu asas leix supeirior deirogat leigi 

infeiriori, leix posteirior deirogat leigi priori, dan leix speicialis deirogat leigi geineirali. Deingan 

meinggunakan meitodei peineilitian hukum normatif, tulisan ini akan meimbahas meingeinai 

peimaknaan, probleimatika, dan peinggunaan asas teirseibut seibagai alat peinalaran dan 

argumeintasi hukum dalam meingatasi peirsoalan konflik norma. Peindeikatan yang 

digunakan dalam peineilitian ini yaitu peindeikatan peiraturan peirundang-undangan yang 

beirkaitan deingan isu ini seirta peindeikatan konseiptual yang meirujuk pada asas, prinsip, 

dan logika hukum yang beirkaitan deingan konflik norma seirta doktrin yang 

dikeimbangkan oleih para ahli hukum. 
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Konflik norma yang dikeimukakan oleih Hans Keilsein dalam Allgeimeiinei deir Normein 

adalah suatu keiadaan dimana objeik peingaturan teirdapat dua norma yang saling 

beirteintangan seihingga teirhadap objeik peingaturan teirseibut hanya dapat diteirapkan 

salah satu norma saja dan beirakibat norma lain harus dikeisampingkan (Dr. JM. 

Muslimin, 2022). Dalam hieirarki peiraturan peirundang-undangan, teirdapat beibeirapa 

kondisi yaitu adanya keikosongan hukum (leieimtein in heit reicht), adanya konflik diantara 

norma hukum (antinomy normein), dan keikaburan norma atau norma yang abstrak 

(vagei normein) (Peirmadi eit al., 2023). 

Meinurut Fifik Wiryani, conflict of norm teirbagi atas dua yaitu: Peirtama, konflik 

norma seicara veirtikal yang teirjadi apabila teirdapat undang-undang yang tidak sinkron 

seicara veirtikal deingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau 

apabila ada peiraturan peimeirintah atau peiraturan dibawahnya yang tidak sinkron 

deingan undang-undang atau UUD NRI 1945. Keidua, conflict of norm seicara horizontal 

adalah konflik norma anatar peiraturan peirundang-undangan yang seideirajat dan sama 

peirsoalan yang diaturnya. Akibat adanya conflict of norm adalah inteirpreitasi hukum 

dari peilaksananya yang beirvariasi, yang meingimpleimeintasikan norma-norma teirseibut 

seisuai deingan eigo seiktoral masing-masing. Hal teirseibut akan meingakibatkan banyak 

keiputusan (beileiid) yang akan saling tumpah tindih satu deingan yang lain. Adanya 

deimikian banyak produk hukum teirtulis meinimbulkan peirtanyaan bagaimanakah 

hubungan antara keiteintuan hukum teirtulis yang satu dan yang lainnya, suatu hal yang 

peinting dikeitahui jawabannya kareina meinyangkut keikuatan meingikat hukum teirtulis 

seibagai suatu keiteintuan hukum yang valid (Mochtar Kusumaatmadja, n.d.). 

Dalam pasal 100 Peiraturan Peimeirintah No. 28 tahun 2024 diseibutkan “Upaya 

Keiseihatan reiproduksi dilakukan meilalui: 

A. Upaya Keiseihatan sisteim reiproduksi seisuai siklus hidup; 

B. peilayanan peingaturan keihamilan; 

C. Peilayanan Keiseihatan reiproduksi deingan bantuan; dan 

D. Upaya Keiseihatan seiksual.” Dan keimudian dilanjutkan dalam pasal 101 ayat (1) 

beirbunyi: “Upaya Keiseihatan sisteim reiproduksi seisuai siklus hidup seibagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meiliputi: 

E. Keiseihatan sisteim reiproduksi bayi, balita, dan anak praseikolah; 

F. Keiseihatan sisteim reiproduksi usia seikolah dan reimaja; 

G. Keiseihatan sisteim reiproduksi deiwasa; 
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H. Keiseihatan sisteim reiproduksi calon peingantin; dan 

I. Keiseihatan sisteim reiproduksi lanjut usia. Dalam pasal yang sudah dijeilaskan 

teirseibut masih meimilikilanjutan didalam pasal 103 ayat (1) yang beirbunyi: 

“Upaya Keiseihatan sisteim reiproduksi usia seikolah dan reimaja seibagaimana 

dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling seidikit beirupa peimbeirian 

komunikasi, informasi, dan eidukasi, seirta Peilayanan Keiseihatan reiproduksi. 

Keimudian dilanjutkan dalam ayat (4) yang beirbunyi: Peilayanan Keiseihatan 

reiproduksi seibagaimana dimaksud pada ayat (1) paling seidikit meiliputi: 

1. deiteiksi dini peinyakit atau skrining; 

2. peingobatan; 

3. reihabilitasi; 

4. konseiling; dan 

5. peinyeidiaan alat kontraseipsi. 

Pada pasal (4) teirseibut dapat dilihat bahwasannya didalam pasal ini meirincikan 

beintuk-beintuk peimbeirian dari peilayanan keiseihatan seicara umum. leibih lanjut jika kita 

meilihat keipada pasal 101 ayat (1) Peiraturan Peimeirintah Nomor 28 Tahun 2024 huruf b 

yang meingatur peimbeirian alat kontraseipsi keipada anak usia seikolah dan usia reimaja 

dalam hal ini meimiliki keikaburan norma ata norma yang abstrak. Kareina tidak meimiliki 

klasifikasi yang jeilas teirhadap usia dari peingaturan teirseiut. Kareina kateigori usia masih 

beirsifat sangat luas. Kateigori Usia seikolah dijeilaskan dalam Peiraturan Meinteiri 

Peindidikan dan Keibudayaan Reipublik Indoneisia Nomor 10 tahun 2020 teintang 

Program Indoneisia Pintar dalam pasal 2 huruf a bagi peindidikan dasar dan peindidikan 

meineingah di jeilaskan “anak usia 6 (einam) tahun sampai deingan 21 (dua puluh satu) 

tahun untuk meindapatkan layanan peindidikan sampai tamat satuan peindidikan 

meineingah untuk meindukung peilaksanaan peindidikan meineingah univeirsal/rintisan wajib 

beilajar 12 (dua beilas) tahun.”. dalam hal ini yang meincakup peindidikan dasar (SD/MI), 

dan jeinjang meineingah (SMP/MTs dan SMA/SMK). Aturan ini seijalan deingan upaya 

peimeirintah untuk meiwujudkan program wajib beilajar 12 tahun, di mana peindidikan 

dasar meinjadi hak seikaligus keiwajiban bagi seitiap anak di Indoneisia. 

Seidangkan Kateigori Usia Reimaja dijeilaskan dalam Peirmeinkeis Nomor 25 Tahun 

2014 teintang Upaya Keiseihatan Anak, Reimaja dideifinisikan seibagai individu yang 

beirada dalam reintang usia 10 hingga 18 tahun. keimudian leibih lanjut diuraikan 

Beirdasarkan sifat atau ciri peirkeimbangannya, masa (reintang waktu) reimaja ada tiga 
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tahap, yaitu: masa reimaja awal (10-12 tahun), masareimaja teingah (13- 15 tahun), dan 

masa reimaja akhir (16-19 tahun). Deifinisi ini keimudian di satukan dalam teirminology 

kaum muda (young peioplei) yang meincakup usia 10- 24 tahun.(Eny Kusmiran, 2011). 

Dalam kateigori reintan usia seikolah teirlihat Keitidakjeilasan dalam meingideintifikasi 

siapa yang seiharusnya meinjadi sasaran utama dari keibijakan peimbeirian alat 

kontraseipsi meinjadi salah satu sumbeir konflik teirseibut. Dalam peiraturan teirseibut, 

kateigori "usia seikolah" meincakup reintang usia yang sangat luas, mulai dari anak-anak 

usia seikolah dasar (SD) hingga reimaja yang beirusia leibih tua. Hal ini meinciptakan 

keibingungan, kareina anak SD, yang seiharusnya leibih fokus pada peindidikan dasar dan 

peingeimbangan sosial-eimosional, juga teirmasuk dalam kateigori usia seikolah, teitapi 

peimbeirian alat kontraseipsi jeilas tidak reileivan untuk meireika. Peimbeirian alat 

kontraseipsi keipada keilompok usia yang beilum cukup matang, baik seicara fisik maupun 

psikologis, dapat meinyeibabkan peinafsiran yang keiliru teirhadap keibijakan teirseibut, 

meinciptakan poteinsi peinyalahgunaan, dan meingabaikan aspeik peinting dari peindidikan 

seiks yang seisuai deingan peirkeimbangan usia. 

Leibih lanjut dalam kateigori reintan usia reimaja ini pula juga meingandung unsur 

keitidakjeilasan. Jika meilihat pada peirnyataan Keipala Biro Komunikasi dan Peilayanan 

Publik Keimeinteirian Keiseihatan, Siti Nadia Tarmizi, keitika dihubungi meineigaskan 

peilayanan kontraseipsi “bukan untuk seimua reimaja” meilainkan “reimaja yang sudah 

meinikah teitapi meinunda keihamilan”. “Kita tahu ada reimaja yang sudah meinikah di usia 

15 tahun. Jadi jeilas seibeinarnya di Pasal 109 [yaitu] peilayanan kontraseipsi ditujukan 

bagi PUS (pasangan usia subur) dan keilompok usia subur yang beireisiko (Pasal 

“peinyeidiaan Alat Kontraseipsi Bagi Usia Seikolah Dan Reimaja” Dalam PP Keiseihatan 

Meinuai Poleimik, n.d.). dalam peirnyataan teirseibut meinimbulkan konflik norma yang 

mana Keiteintuan teirseibut meinyasar reimaja, teirmasuk meireika yang masih beirada dalam 

usia seikolah, teitapi tidak meimbeirikan keijeilasan teintang siapa seibeinarnya yang 

dimaksud dalam kateigori teirseibut. Hal ini meimunculkan keibingungan, teirutama kareina 

sangat seidikit diteimukan kasus reimaja yang sudah meinikah namun masih beirseikolah, 

seihingga sasaran keibijakan ini meinjadi tidak jeilas. Dalam konteiks ini, peiraturan tidak 

meingakomodasi keinyataan sosial bahwa mayoritas reimaja yang masih beirseikolah 

umumnya beilum meinikah, seimeintara peimbeirian alat kontraseipsi leibih reileivan untuk 

keilompok yang teilah meinikah. 
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Selain itu, dalam Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 

huruf b yang mengatur pemberian alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah dan usia 

remaja dalam hal ini tidak sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia. Karena sesuai 

dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 didalam Alinea ke-4 dijelaskan  

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial..." 

Dalam hal pemberian alat kontrasepsi tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat 

UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 menegaskan bahwa 

salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

mencakup pemberian pendidikan yang menyeluruh dan mendalam, baik dalam aspek 

intelektual maupun moral. Namun, jika pemberian kontrasepsi dilakukan tanpa disertai 

pendidikan seks yang komprehensif dan pembekalan pengetahuan yang cukup tentang 

kesehatan reproduksi, maka kebijakan ini hanya memberikan solusi jangka pendek 

tanpa mendidik remaja untuk memahami konsekuensi, etika, dan tanggung jawab 

dalam pengelolaan kehidupan reproduksi mereka. Lebih lanjut, dalam konteks 

pemberian kontrasepsi ini, tidak terdapat mekanisme yang jelas dalam peraturan 

tersebut, seperti siapa yang berwenang memberikan alat kontrasepsi, persetujuan 

orang tua, serta jenis alat kontrasepsi yang dapat diberikan. Ketidakjelasan ini 

berpotensi menciptakan kebingungan dan kekaburan norma. 

Seilanjutnya, keibijakan ini juga tidak seijalan deingan tujuan dari peindidikan 

nasional Indoneisia yang mana teircantum dalam Bab 1 peindahuluan Peiraturan Meinteiri 

Peindidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang beirbunyi  

“Peindidikan nasional yang beirdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945 beirfungsi meingeimbangkan keimampuan dan 

meimbeintuk watak seirta peiradaban bangsa yang beirmartabat dalam rangka 

meinceirdaskan keihidupan bangsa, beirtujuan untuk meingeimbangkan poteinsi peiseirta didik 

agar meinjadi manusia yang beiriman dan beirtakwa keipada Tuhan Yang Maha Esa, 

beirakhlak mulia, seihat, beirilmu, cakap, kreiatif, mandiri, dan meinjadi warga neigara yang 

deimokratis seirta beirtanggung jawab. Untuk meingeimban fungsi teirseibut peimeirintah 
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meinyeileinggarakan suatu sisteim peindidikan nasional seibagaimana teircantum dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teintang Sisteim Peindidikan Nasional.” 

Dalam hal teirseibut dapat dilihat bahwa Peindidikan nasional meimiliki tujuan 

utama untuk meingeimbangkan poteinsi peiseirta didik agar meinjadi manusia yang 

beiriman, beirtakwa keipada Tuhan Yang Maha Esa, dan beirakhlak mulia, seikaligus seihat, 

beirilmu, cakap, kreiatif, mandiri, dan beirtanggung jawab seibagai warga neigara yang 

deimokratis. Dalam konteiks ini, keibijakan peimbeirian alat kontraseipsi dikhawatirkan 

dapat meimbeirikan dampak neigatif teirhadap peimbeintukan karakteir moral siswa. 

Meiskipun keibijakan ini mungkin dimaksudkan untuk meingurangi risiko keihamilan 

reimaja, peineirapannya dapat meingeisampingkan nilai-nilai agama, moral, dan budaya 

yang meinjadi fondasi peindidikan di Indoneisia. Anak usia seikolah seiharusnya dibeirikan 

peindidikan yang meimbangun keisadaran teintang tanggung jawab, eitika, dan moralitas 

yang seisuai deingan peirkeimbangan usia meireika. Deingan meimbeirikan alat kontraseipsi 

seicara langsung, ada risiko bahwa anak-anak dapat salah meimahami maksud keibijakan 

teirseibut, meinganggapnya seibagai peimbeinaran peirilaku yang seiharusnya dihindari. Hal 

ini juga dapat meileimahkan upaya peindidikan yang beirfokus pada peingeindalian diri, 

peinghormatan teirhadap norma sosial, dan peintingnya nilai-nilai keiagamaan dalam 

meimbangun karakteir bangsa. Peindidikan di Indoneisia beirtujuan untuk meinceitak 

geineirasi yang tidak hanya ceirdas seicara akadeimis teitapi juga beirkarakteir luhur seisuai 

deingan visi nasional, yang beirpoteinsi teirganggu jika keibijakan seimacam ini diteirapkan 

tanpa meimpeirtimbangkan dampak sosial dan moral yang leibih luas. 

Untuk seilanjutnya keibijakan ini juga beirpoteinsi beirteintangan deingan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 teintang Peirubahan atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 teintang Peirkawinan, yang meineitapkan batas usia minimal peirnikahan bagi 

laki-laki dan peireimpuan yakni teirtuang dalam pasal 7 ayat (1) yang beirbuny 

“(1) Peirkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah meincapai umur 19 

(seimbilan beilas) tahun dan pihak wanita sudah meincapai umur 16 (einam beilas) 

tahun.”(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawinan, 1974) 

Undang-undang ini beirtujuan untuk meimastikan keisiapan fisik, meintal, dan 

eimosional seiseiorang seibeilum meimasuki peirnikahan seirta meilindungi hak dan 

peirkeimbangan anak. Dalam praktiknya, alat kontraseipsi dipeiruntukkan bagi pasangan 

yang sudah meinikah, seihingga keilompok usia seikolah dasar, meineingah peirtama, hingga 

meineingah atas jeilas tidak teirmasuk dalam kateigori yang meimeinuhi peirsyaratan 
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teirseibut. Deingan meimbeirikan alat kontraseipsi keipada keilompok usia ini, keibijakan 

teirseibut seicara tidak langsung meingabaikan eiseinsi peirlindungan hukum yang 

dimandatkan dalam Undang-Undang Peirkawinan. Hal ini meinimbulkan konflik norma, 

kareina beirteintangan deingan prinsip-prinsip peirlindungan anak yang juga meinjadi 

dasar dalam reigulasi nasional. 

Leibih jauh lagi, langkah ini beirpoteinsi meindorong peirilaku yang tidak seisuai 

deingan nilai moral dan budaya, yang seiharusnya dijaga meilalui peindidikan dan 

peingawasan yang keitat. Keibijakan ini juga dapat dianggap meilonggarkan batasan 

norma sosial dan hukum yang teilah diteitapkan, deingan meimbeirikan keisan bahwa alat 

kontraseipsi dapat diakseis tanpa meimpeirtimbangkan konteiks usia, tanggung jawab, dan 

kondisi hukum yang beirlaku. Seilain itu, peindeikatan ini beirpoteinsi meingabaikan prinsip 

peindidikan moral dan agama yang peinting dalam meimbeintuk karakteir geineirasi muda. 

Oleih kareina itu, keibijakan ini tidak hanya beirteintangan deingan Undang-Undang 

Peirkawinan, teitapi juga deingan seimangat peirlindungan anak dan peingeimbangan 

geineirasi muda yang seihat, beirmoral, dan beirtanggung jawab. 

Penerapan Peraturan Pemerintah 

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang 

menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara 

umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip 

dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum 

(equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan 

dengan hukum (due process of law).(Hukum & Kemanfaatan, 2019) 

Hukum sebagaimana diartikan dalam pembahasan sebelumnya memiliki cakupan 

yang sangat luas, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan atau sering disebut 

hukum positif tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Kaitannya 

dengan kepastian, timbul suatu pertanyaan “apakah semua hukum tersebut memiliki 

nilai kepastian”. Pertanyaan ini akan terjawab manakala kita mengkaji hukum-hukum 

tersebut secara lebih mendalam. Dalam mainstream pemikiran kita bahwa hukum itu 

mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, 

baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang 

sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Kepastian merupakan ciri yang tidak 

dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan 
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perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi 

setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak 

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat 

dilaksanakan.Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung 

keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. 

Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi 

sumber keraguan. 

Menurut Fence M. Wantu Kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai 

nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman 

bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat 

dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat 

diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum 

sosial.(Pansdu, n.d.) 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 merupakan regulasi yang memberikan 

perlindungan serta hak kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak dan 

remaja. Undang-undang ini mengatur hak atas layanan kesehatan komprehensif, yang 

mencakup akses kesehatan dasar, kesehatan mental, dan kesehatan reproduksi. 

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang Kesehatan yang menegaskan aturan mengenai layanan kesehatan bagi anak 

sekolah dan remaja, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi termasuk terkait 

pengaturan dan penyediaan alat kontrasepsi. Undang-undang ini menegaskan kembali 

bahwa penyediaan dan penggunaan alat kontrasepsi merupakan bagian dari upaya 

pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang 

kesehatan reproduksi dan pengendalian kependudukan. 

Dalam dasar hukum pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan 

remaja, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya 

kesehatan reproduksi bagi seluruh warga negara, termasuk remaja, serta mengatur hak 

dan kewajiban dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Peraturan Pemerintah 

No. 28 Tahun 2024 mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok 

tertentu, termasuk remaja, serta menekankan aspek edukasi sebelum pemberian alat 

kontrasepsi dan peran pemerintah dalam pengawasan serta pelaksanaan regulasi. 

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) menyatakan 
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bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan 

menegaskan bahwa hak-hak anak harus diperhatikan dalam setiap kebijakan 

pemerintah. 

Namun, terdapat batasan usia yang seharusnya diperjelas dalam pelaksanaan 

regulasi ini. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang 

menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, 

maka sebaiknya pemberian alat kontrasepsi tidak diberikan secara luas kepada semua 

anak usia sekolah atau remaja, melainkan hanya kepada mereka yang berusia di atas 17 

tahun dan lebih ideal jika diberikan kepada mereka yang berusia 19 tahun ke atas. Hal 

ini sejalan dengan tujuan hukum untuk melindungi anak di bawah umur dari 

kemungkinan eksploitasi seksual serta untuk menyesuaikan dengan regulasi lain yang 

berlaku dalam hukum Indonesia. Pemberian alat kontrasepsi kepada remaja di bawah 

usia tersebut sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu berdasarkan indikasi 

medis yang jelas dan dengan persetujuan orang tua atau wali serta tenaga medis yang 

berkompeten. 

Dalam pelaksanaannya, peraturan ini menimbulkan beberapa tantangan, baik dari 

segi penerimaan masyarakat maupun dari aspek hukum yang membatasi pemberian 

alat kontrasepsi kepada anak dan remaja. Pemberian alat kontrasepsi dalam kondisi 

tertentu diperbolehkan berdasarkan indikasi medis, misalnya untuk alasan kesehatan 

seperti gangguan hormonal atau risiko kesehatan tertentu, dan harus mendapatkan 

persetujuan orang tua atau wali sebelum diberikan kepada anak di bawah umur. 

Program edukasi kesehatan reproduksi juga menjadi aspek penting, di mana sebelum 

pemberian alat kontrasepsi, remaja harus melalui sesi edukasi yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai 

risiko kehamilan dini, penyakit menular seksual, serta konsekuensi sosial dari aktivitas 

seksual pranikah. 

Selain itu, sekolah dan keluarga memiliki peran besar dalam implementasi 

kebijakan ini. Program sosialisasi harus melibatkan sekolah dan keluarga untuk 

memastikan pemahaman yang lebih luas mengenai kesehatan reproduksi, di mana 

sekolah dapat berperan sebagai penghubung antara siswa dengan layanan kesehatan 

yang tersedia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertanggung jawab atas pengawasan 

distribusi alat kontrasepsi dan melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas 
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program serta dampaknya terhadap angka kehamilan di kalangan remaja. Pengawasan 

ini harus dilakukan secara ketat dengan koordinasi antara berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pihak swasta yang terlibat dalam distribusi alat kontrasepsi. 

Namun, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti 

perbedaan pandangan sosial dan budaya, di mana sebagian masyarakat menilai bahwa 

pemberian alat kontrasepsi bagi remaja dapat mendorong perilaku seks bebas, serta 

adanya resistensi dari kelompok konservatif yang menentang akses kontrasepsi bagi 

anak di bawah umur. Selain itu, aspek hukum yang berpotensi tumpang tindih juga 

menjadi kendala, karena UU Perlindungan Anak melarang eksploitasi seksual terhadap 

anak yang dapat diinterpretasikan sebagai larangan memberikan akses alat kontrasepsi 

kepada anak di bawah umur. Kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas juga menjadi 

hambatan, mengingat tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai 

untuk memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, serta 

tenaga kesehatan yang membutuhkan pelatihan tambahan dalam memberikan layanan 

ini. 

Selain hambatan regulasi dan sosial, ada juga tantangan terkait dengan teknologi 

dan aksesibilitas informasi. Dengan berkembangnya internet dan media sosial, remaja 

semakin mudah mendapatkan informasi mengenai alat kontrasepsi, baik yang benar 

maupun yang keliru. Dalam beberapa kasus, akses informasi yang tidak akurat dapat 

menyebabkan penggunaan kontrasepsi yang tidak sesuai dengan standar medis, yang 

pada akhirnya bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu, 

pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam menyediakan sumber informasi 

yang kredibel dan mudah diakses oleh remaja agar mereka dapat membuat keputusan 

yang lebih tepat terkait kesehatan reproduksi mereka. 

Sanksi Hukum bagi Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi 

Penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh anak dan remaja dapat menimbulkan 

berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan maupun hukum. Dalam konteks 

hukum, penyalahgunaan ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana kesusilaan dan 

eksploitasi anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 

2014 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika penyalahgunaan alat 

kontrasepsi terjadi dalam rangka eksploitasi seksual oleh pihak lain, maka pelaku dapat 

dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman berat. Pasal 81 dan 82 UU 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi 
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seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara serta 

denda dalam jumlah besar. Selain itu, pihak yang memberikan alat kontrasepsi kepada 

anak di bawah umur tanpa indikasi medis yang jelas juga dapat dikenakan sanksi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sanksi hukum juga dapat dikenakan terhadap pihak yang menyalahgunakan alat 

kontrasepsi untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti prostitusi anak, 

perdagangan manusia, atau tindakan asusila lainnya. Selain sanksi pidana, dapat juga 

diterapkan sanksi administratif bagi pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi 

alat kontrasepsi jika terbukti melanggar prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena 

itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah dan aparat penegak hukum sangat 

diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan alat kontrasepsi serta melindungi anak 

dan remaja dari dampak negatifnya.  

Namun, dalam praktiknya, alat kontrasepsi itu sendiri telah menjadi barang yang 

dapat diperoleh secara bebas di pasaran tanpa adanya persyaratan khusus. Masyarakat 

dapat membeli alat kontrasepsi di apotek, minimarket, atau bahkan secara daring tanpa 

perlu menunjukkan identitas atau alasan medis tertentu. Hal ini menyebabkan tidak 

adanya sanksi hukum langsung bagi individu yang menggunakan alat kontrasepsi, 

termasuk anak dan remaja, kecuali jika penggunaannya dikaitkan dengan tindak pidana 

seperti eksploitasi seksual atau prostitusi anak. 

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan 

alat kontrasepsi oleh anak dan remaja adalah melalui edukasi yang komprehensif 

mengenai kesehatan reproduksi. Pemerintah, sekolah, dan keluarga memiliki peran 

besar dalam memberikan pemahaman kepada anak dan remaja tentang penggunaan 

alat kontrasepsi yang bertanggung jawab serta dampak negatif dari perilaku seksual 

yang tidak aman. Edukasi yang diberikan harus mencakup aspek kesehatan, hukum, dan 

moral agar remaja memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta memiliki 

kesadaran dalam menjaga kesehatan reproduksi. 

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dalam distribusi alat kontrasepsi 

serta peningkatan edukasi kepada anak dan remaja, diharapkan penyalahgunaan alat 

kontrasepsi dapat diminimalkan. Regulasi yang mengatur distribusi alat kontrasepsi 

kepada anak di bawah umur juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pemberian 

alat tersebut hanya dilakukan atas indikasi medis yang jelas dan dengan pengawasan 

tenaga kesehatan yang berwenang. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak 
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hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan perlindungan anak 

dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan ARTIKEL ini adalah: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 

menimbulkan konflik normatif terkait batasan usia penerima alat kontrasepsi, 

berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan implementasi yang tidak tepat. 

Kurangnya kejelasan dalam mekanisme pemberian serta pengawasan memperlemah 

kepastian hukum dan efektivitas kebijakan. Penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh anak 

dan remaja dapat berdampak negatif secara hukum dan kesehatan. Tidak ada sanksi 

khusus bagi penyalahgunaan alat kontrasepsi secara umum, namun edukasi dan 

pengawasan lebih ketat diperlukan untuk mencegah eksploitasi seksual dan dampak 

sosial yang merugikan. 
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